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NOMOR 24 TAHUN 2007 

TEN!ANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASL 
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTAN!AN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

f 

KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU 

Menimbang 

Mengingot 

a. bahwa penyelenggoraon pelayanon, khususnya pelayanon 
penyulunan, baik dibidang pertanian, perikanan maupun kehutanan 
yong diberikan oleh aparatur pemerntah kepada masyorakat petani 
merupakan suatu kewajban dan pedu semakin ditingkatkan baik dari 
segl kaulitaos maupun kuantltas, tertama dalam rangka upaya 
peningkatan ketahanan pangan; 

b. bahwa dalam upoya poningkotan efektivitas penyelenggaraan 
pelayanan penyuluhan bidang pertanian. perikanan dan kehutanan 
kepada masyarakat petani perlu disusun dan ditata mekanisme dan 
prosedur penyelenggaraan pelavanan penyuluhan, sesual Undang­ 
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan; 

c. bahwa penyelenggoraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian. 
perkanan dan kehutanca merupaan urusan wajib yang harus 
dilaksanakan pemerintah kabupaten dan oleh karena perlu dibentuk 
lembaga penyuluhan sesuai dengon Peraturan Pcmerintah Nomor 4l 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

d. bahwa untuk masud diatas, perdu dibentuk Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehulanan di Kabupaten 
Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah. 

• Undang­Undang Nomor 27 Iahun 1959 tenlang Penetopan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 3 Iahun 1953 tentang Pembentukan Daeroh 
Tingkat II di Kalimantan (Lemoaran Negara Republik Indonesla Tahun 

1953 Nomor 9) sebagci Undang­Undang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820 ): 

2. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambohon Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 43 
Tahun 1999, [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 3890); 

174 



3. Unang-Undang Nomo; 1 Tohun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaron Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, 
Jambohan Lembaran Negaro Republik Indonesia 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturon Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republi Indonesia Nomor 4389); 

5. Undong-Undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaeroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambohan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagoimono telah dubah dengon Undang-Undong Nomor 8 Tahun 
2005 tentong Penetopan Peroturon Pemerintah Penggonti Undang- 
Undong Nomor 3 Tohun 2005 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlohan Doeroh menjodi 
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesio Iahun 2005 
Nomor 108, Tombahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nornor 
4438 ): 

6. Undang-Undong Nomor 33 Tohun 2004 tentang Perimbangan 
Keuongan Antaro Pemerintah Pusol don Daerah (embaran Nagar 
Republik Indonesio Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negoro Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Urdang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertonian, Perkanan dan Kehutcnan (Lembaran Nagar Republik 
Indonesia Tohur. 2006 Nomor 92. Tornbohan Lemboran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

8. Peroturan Permnerintah Nomor 38 Iahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pernerinich, Pemerinloh Daerah Propinsi 
don Pemerintah Daerah Kabupoten/Kola (lembaran Negara Republik 
Indonesio Tohun 2007 Nmor 82 Tambohan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peroturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tohun 2007 
tentang Orgonisosi Perangkat Doerah (Lemboran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

IO. Peraturan Menter Dalam Negori Nomor 57 Tanun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penotaon Organisosi Perangkat Daerah; 

1. Peraturon Doerah Kabupolen Songgau Nomor II Tahun 2004 tentang 
Pokok-pokok Pengelolan Keuongon Daerah; 

2. Peroluron Dcerah Kobupaten Songgau Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Urson Pemerintah Kabupoten Songgau. 

Menetcpkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
DAN 

BUFATI SANGGAU 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KASUPATEN SANGGAU 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN 
FENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
KABUPATEN SANGGAU. 
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TENT ANG 
PELAKSANA 

KEHIJTANAN 



A3 I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Doeroh ini yang dimaksud dengon: 
a. Doeroh odoloh Kobupoten Songgou. 
b. Kepala Daerah adalah Bupoli Songgou; 
c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraon ursan pemerintahan oleh Pemerintah 

Dae:ah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugos pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945; 

d. Pemerintoh Daerah adalah Gubernur, Bupati a1au Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai penyelenggara pemerintahan daerab; 

e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretaria; DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan; 

f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Perangkat 
Daerah yang. memiliki tugas pokox dan fungsi peloksanaan penyuluhan dibidang 
pertanian; perkanan dan kehutanan di Kabupaten Sanggau; 

g. Penyuluhan pertanian, perikonon dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhon odaloh 
proses pembelcjaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 
mampu menolong danmengorganisasikan dirinyo dalam mengukses informasi posar, 
teknologi, permodalon dan sumberdaya lainnya sebogoi upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usoha, pendopatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

h. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus uruson pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesio; 

I. Iugas Pembantuan aalah penugasan dari Pemerintoh kepada Daerah dan/atau De:a 
dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kolo dan/atau Desa serta dari 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Deso untuk melasanckan tugas-tugas tertentu; 

j. Otonomi Doeroh dalah hak, wewenang dan kewojibon doeroh otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuoi dengon peraturan perundang-undongcn; 

k. Eselon aalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural; 
I. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi vang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlion dan atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerahini dibentuk Badon Pelaksana Ponyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Kabupaten Sanggau. 

BAB 111 

SUSUNAN ORGANISASI 

Fasal 3 

) Susunan Organisasi Badan Pelaksano Penyuluhan Pertcnion, Perikanan an Kehutanan 
terdiri dori : 
o. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 4 [empat) bidang dan I (satu) Sekretariat; 
b. Sekretariat, membawahi sebonyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagion; 
c. Bidang, dan masing-mosing bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub 

bidang; 
d. Sub Bogion; 
e. Sub Bidong; 
f. Unit Pelaksona Teknis Bodon; dan 
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g. Klompok Jabatan Fungsionol. 

2) Sekretariat, Bidang. Sub Bagian, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya 
ditentukan berdasarkan analiss beban kerja can peroturan yang berlaku; 

[3) Struktur organisasi, Tato Kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Baden Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Perixanan don Kehutanan ditetapkan dengon Peraturan Kepala Daerah. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! 

Pasal 4 

[I) Badon Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkanan dan Kehutanan merpakan unsur 
pendukung tugs Kepolo Doeroh, yang dipimpin oleh Kepala Badon; . 

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 
epada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daeroh; 

Pasal 5 

Sadan Pelcksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kohutanan sebagaimana tersebut 
pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan 
programa penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan 
erjasama penyuluhan, meningkatkan kcpasitas kelembagaan dan penyuluh PNS. 

Pasal % 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimcna dimaksud Pasai 5 Peraturan Daerah ini, Badcn 
Pelasana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai tungsi: 
0. Fasilitasi proses pembelajaran pelau utama dan pelaku usaha; 
b. Pengupcoyaan kemudahan akses pelaku utama dan pelau usaha kesumber informasi, 

teknologi, dan sumber daya lainnya; 
c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial. dan kewirausahaan pelaku utama 

dan pelcu usaha; 
d. Pemecahan masalah serta merespon peluang an tantangan yang dihadapi pelaku 

utama dan pelaku usaha yeng mengelola usaha; 
e. Peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaho terhadap kelestarian fungsi lingkungan; 

Pelembagaan nili-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang 
maju dan modern bagi peloku utama secara berkelanjutan; dan 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan lugas an 
ewenangonnya. 

BAB V 

UNIT PELAKASANA TEKNIS 

I 
rcda Badan Pelksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan an Kohutanan dapat dibentuk Unit 
elaksana Teknls Badan, untuk melaksanakan tugas-tugas teknls operaslonal Baden, 
·bidongnya ycng mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan; 

Pasal 8 

nit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada posal 7 Peraturan Daerah ni, 
:oimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baden 
an secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. 
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Paa! 9 

Urit Pelaksana Teknis Badon dibentuk atas usul Kepola Badan sesuai dengan kebutuhan dar 
kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

Pada Baden Pelaksana Penyuluhan Pertonian, Perikanan dan Kehutanan dapat ditetopkan 
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan ycng bedaku; 

Pasal 1l 

Kelompo Jabotan Fungsional sebagaimana pada Pasal I2 Peraturon Daerah ini, mempunyoi 
tugas melaksanakan keglatan teknis dibidang keahliannya mosing-masing sesuai dengan 
ebutuhan; 

Pasal 12 

() Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini 
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjong jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang 
tenaga tungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertonggung 
jawab kepada Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerah; 

(2) Kelompo Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini dapat 
dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan 
keahliannyo; 

(3) Pembinaan terhadop tenago lungsional dilaksonakan sesuai dengan peraturan 
oerndang-undangan yang berdaku. 

BAB VII 

Pasal 13 

TATA KERJA 

Setiop Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan don Kehutanan bertanggung jawao memimpin don 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberlkan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugos bowahannya. 

Pasal 14 

I) Setiop Pimpinon dolom Saluan Orgonisosi wojib mengikuli don mematuhi petunjuk-petunju 
don bertonggung jowob kepodo otosonnyo don menyompoikon loporon berkolo podo 
waktunya. 

[I) Dalam melaksanakan tugasnyo Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kopala Sub 
Bagian dan Kepala Sub Bidang wjib meneropkan prinsip Koorinasi, Integrasi dan 
Sinkronisasi. 

Seficp laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajjb diolah 
don dipergunokon sebagoi bohon penyusunon loporon lebih lonjut don untuk memberikon 
petunjuk-petunijuk kepada bowahonnya. 
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Pasal 15 

�. Liam hal epala Badan berhalongon, tugos-lugosnyo dilokukon oleh seorang Kepala Biacn 
sexetois yang dilunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftor urt 

pangkatcn. 

I I . 
t 



BA2 VIII 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENIAN 

Pasal 16 

(1) Kepala Sadan adalah jobaton strukturcl eselon II.b. 
(2) Sekretaris adalah jabatan struktura' eselon Ill.O. 
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon II.b. 
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah 

Jabatan struktural eselon IV.a. 
(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksano Teknis Badan adalah jabatan struktural eselon IV.b. 

Pasal 17 

(I) Kepala Badan diangkat dan diberhentian oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil 
yang memenuhi syarat, setelah berkonsultosi secara tertulis dengan Gubernur Kalimantcn 
Sora; 

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Sadan Pelokscna Penyuluhan diangkat on 
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 

(3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidong, dan Kepala UPI Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhaon 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diangat dcn diberhentian oleh Sekretaris 
Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarot, atas pelimpahan kewenangan 
dari Kepala Dcerah; 

(4) Pengangatan Pejabat Eselonll, III dan IV ailingkungan Badan Polaksana Penyuluhon 
Pertanian, Perikanan dan Kehulanan, memperlimbangkan syaral dan kompelensi jabalon 
yOng telah ditetapkan berdasarkan hosil analisis jabotan dan peroturan yang bedaku. 

BAB IX 

PEMBIAYA A N 

Pasal 18 

egala biaya yang diperdukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini. 
bebankan kepada Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasol 19 

aturan pelaksanaan drl Peraturan Daerah lnl yang berslat teknis administratil diatur 
mudlan dongan Porcturan Kopala Oaorah. 

AD XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Dengan berdakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan 
dengan peraturan inidinyatakan tidak berdaku lagi. I Bodon Peloksana Penyuluhan Per!onion. Perikonon don Kehutonan yong terbentuk 
berdcsarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efekti melaksanakan tugas dan fungsinya 
paling lambat I {satu) tohun setelh berdakunya Peraturan Daerah ini. 

I 
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BAB X 

PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturah aerah lnl mulai belaku pada tanggal diundangkon. 

Agar setiap orang dapat mongetahuinya, memerintohkon pengundangan Peraturon Daere ini dengan penempatannyo dalam Lembaran Daeroh Kobupaten Sanggau. 

i 

t 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Sanggau 
18 Desember 2007 

BUPATI SANGGAU, 
Tld 

YANSEN AKUN EFFENDY 

Di Undangkan di : Sanggou 
Pad Tanggal : 28 Jgnuari 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABU ·ATEN SANGGAU, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2008 NOMOR 24 



DAE XI 

PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundongkon. 

Agar setiap orang dopai mergetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. 

Diletopkon di 
Pado tanggal 

Sanggu 
18 Deserber 2007 

Di Undangkan d 
Paa Tanggol 

SangGau 
28 Jaruari 2008 

BUPATI SANGGAU, 
1Id 

YANSEN AKUN EFFENDY 

SEKEARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 
1Id 

E ANDENG SUSENO 

.EMARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
TAHUN 2003 NOMOR 24 

Untuk salinan yang sqjh sesuai dengan oslinya 
Sekret is Daerah, 

j 

G SUSENO,AM.SI 
Pembin Uloma Mudo 

NIP, 010091997 


